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TRANSFORMASI DIGITAL
Arahan Presiden "Percepatan Transformasi Digital“ tanggal 3 Agustus 2020

KOMINFO sebagai “Leading Sector” telah meletakkan 
pondasi transformasi digital sebagai wujud pelaksanaan 
Arahan Percepatan Transformasi Digital melalui 4 (empat) 
kebijakan strategis, yaitu:
1. Memperluas cakupan akses infrastruktur digital
2. Mendorong penguatan adopsi teknologi
3. Meningkatkan talenta digital
4. Menyelesaikan regulasi pendukung



Peran Telekomunikasi Percepatan 
Transformasi Digital

Investasi pada industri telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada
investasi di sisi akses, interkonesi, dan aplikasi, menjadi dasar munculnya bisnis-
bisnis baru di seluruh industri yang memungkinkan terjadinya transformasi digital.
Potensi manfaat yang besar yang berasal dari digitalisasi berbagai sektor industri
bergantung pada industri telekomunikasi yang menyediakan infrastruktur, aplikasi,
dan kemajuan produktifitas di banyak bidang.

Transformasi Digital memiliki potensi untuk meningkatkan
pengalaman konsumen dan memberikan perubahan positif di
masyarakat secara signifikan. Dari sisi bisnis, transformasi
digital membuka peluang-peluang baru.

Industri telekomunikasi berada di sisi terdepan transformasi digital, baik
dari terjadinya perubahan besar di dalam industri telekomunikasi itu
sendiri, maupun sebagai pendorong utama untuk transformasi digital di
industri lainnya di dunia.

(Sumber: White Paper Digital Transformation Iniatitive Telecommunications Industry,
World Economic Forumand Accenture, 2017)



Peran Telekomunikasi Percepatan 
Transformasi Digital

4 (empat) isupentingyangperludiperhatikan olehpenyelenggara
telekomunikasiuntukmenghadapiTransformasiDigital:

Networksof Future
Virtualisasi dan abstraksi layer hardware fisik secara fundamental
mengubah basis diferensiasi layanan di masa depan dengan
menciptakan jaringan virtual yang “self-optimizing” dan aman.

BeyondthePipe
Transformasi digital pada kehidupan masyarakat dan model bisnis
membuka kesempatan pendapatan baru bagi Penyelenggara
Telekomunikasi di luar konektivitas, dengan semakin luasnya solusi
IoT, layanan digital untuk retail /konsumen dan enterprise.

(Sumber:WhitePaper Digital Transformation Iniatitive Telecommunications Industry, 
World EconomicForumand Accenture, 2017)

RedefiningCustomer Engagement.
Dalam usaha mendapatkan potensi pelanggan yang loyal,
industri telekomunikasi perlu mengembangkanfitur dan fungsi-
fungsi yang memberikan pengalaman layanan digital yang
baik.

BridgingtheGaponInnovation
Kebutuhan akan inovasi, konvergensi, dan inovasi layanan
baru membutuhkan inisiatif industri telekomunikasi untuk
mengisi kesenjangan kemampuan antara teknologi digital
dengan tradisional.



KERANGKA RENSTRA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2020-2024

1
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Pariwisata 4 Pendidikan

Kesehatan 5 Maritim

Pertanian 6 Logistik

7 Perdagangan (UMKM)

SEKTOR STRATEGIS

KAWASAN PRIORITAS

Sentra Industri 
Kecil dan 
Menengah

Kawasan
Prioritas  
Pariwisata

Kawasan Ekonomi 
Khusus

Sentra kelautan 
dan Perikanan 

Terpadu

Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal 
Terentaskan

(PM Desa PDTT No. 79
Tahun 2019 tentang 
Daerah Tertinggal 

Terentaskan Tahun 2015-
2019)

Lokasi Prioritas 
Perbatasan

(Rencana Induk 
Pengelolaan Batas Wilayah 

Negara dan Kawasan 
Perbatasan Tahun 2020-

2024)

(Peraturan Presiden No. 
62 Tahun 2020 tentang 

Daerah Tertinggal Tahun 
2020-2024)

KOMUNIKASI PUBLIK

DIGITALISASI EKONOMI* DIGITALISASI PEMERINTAHAN

SDM DIGITAL

SUMBER DAYA FREKUENSI

INFRASTRUKTUR TIK

LEGISLASI

SDM DAN ORGANISASI

INFRASTRUKTUR INTERNAL

KERJASAMA KELEMBAGAAN

VISI 
PRESIDEN

TUJUAN STRATEGIS 
KEMENKOMINFO

*termasuk sektor kesehatan dan 
pendidikan REGULATOR

AKSELERATORFASILITATOR



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOMINFO



PROGRAM  KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2020-2024



INDIKATOR TRANSFORMASI 
DIGITAL

INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH DIGITAL EKONOMI DIGITAL MASYARAKAT DIGITAL

1. Seluruh masyarakat terlayani 
internet broadband (penetrasi 
internet broadband)

2. Keterjangkauan harga layanan
broadband (fixed & mobile)

3. Akses rumah tangga terhadap
perangkat digital (Hp/laptop)

1. Indeks e-Government (berdasarakan 
UN)

2. Satu Data Nasional
3. Implementasi Smart City

1. Kontribusi TIK terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional

2. Nilai ekonomi digital
3. Sektor-sektor strategis terdigitalisasi
4. Ekosistem startup terbangun di

berbagai wilayah Indonesia

1. Tingkat penyerapan tenaga kerja  
bidang digital

2. SDM berkompetensi bidang digital  
(ICT Skills)

3. Indeks literasi digital
4. Masyarakat mampu menyaring hoax

1. Seluruh desa terlayani internet
seluler 4G

2. Alokasi spektrum frekuensi radio 
(MHz)

3. Jumlah kecamatan yang terjangkau  
infrastruktur jaringan serat optik
broadband

4. Rasio rumah tangga terlayani 
jaringan internet fixed broadband

5. Rasio harga layanan broadband
(fixed & mobile) terhadap
pendapatan

6. Jangkauan populasi penyiaran 
digital

1. Pusat Data Nasional yang terintegrasi
2. Pemanfaatan aplikasi umum dan

khusus oleh instansi pemerintah
3. Layanan dasar warga secara online 

(KTP, akta kelahiran, dsb)
4. SDM yang professional dan andal untuk 

pengelolaan e-government
5. Implementasi Satu Data Nasional
6. Implementasi Pelindungan Data Pribadi 

(PDP)
7. Implementasi Smart City

1. Sektor-sektor strategis mengadopsi 
teknologi digital:
a) Pertanian
b) Pariwisata
c) Logistik
d) Maritim
e) Pendidikan
f) Kesehatan

2. UMKM adopsi teknologi digital
3. Penambahan unicorn baru
4. Penciptaan startup digital aktif

1. SDM berkompetensi bidang digital
2. Masyarakat terliterasi TIK
3. Masyarakat mampu menyaring hoax
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INDIKATOR TRANSFORMASI DIGITAL



SINERGI PROGRAM MENDUKUNG TRANSFORMASI
DIGITAL

INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH DIGITAL EKONOMI DIGITAL MASYARAKAT DIGITAL

1. Penyediaan internet dan Jaringan Intra
Pemerintah di seluruh OPD

2. Digitalisasi layanan publik pemda, layanan
warga daerah (KTP, KK, dst), serta layanan
administrasi

3. Integrasi dan berbagi pakai data
4. Keterhubungan dengan pusat data nasional dan 

berbagi pakai pusat data pemerintah daerah
5. Penetapan Data Protection Officer (DPO) dalam 

implementasi PDP
6. Pelatihan/Bimtek pengelola e-government di  

pemerintah kab/kota
7. Implementasi Smart City

1. Penyediaanakses internet di titik  
layanandan ruang publik

2. PenyediaanBTS di wilayah 3T
3. Fasilitasi penyediaan internet  

oleh operator di wilayah non-3T
4. Farming Refarming frekuensi  

radio
5. Implementasi awal 5G
6. Pengukuran kualitas layanan  

telekomunikasi
7. Penyusunanregulasi dan  

kebijakanbidang kominfo
8. Digitalisasi penyiaran

1. Pembangunan Pusat Data Nasional
2. Pengembanganaplikasi umum (layananpublik

dan layananadministrasi) dan aplikasi khusus
3. Dukungan dan koordinasi implementasi  

layanan warga secara online (KTP, akta  
kelahiran, dsb)

4. Interoperabilitas data dalam rangka 
mendukung Satu Data Nasional

5. Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP)
6. Dukungan dan koordinasi implementasi Smart  

City

1. Digitalisasi 6 sektor strategis: Pertanian, 
Pariwisata, Logistik, Maritim, Pendidikan, 
Kesehatan

2. Fasilitasi scaling up UMKM dengan  
teknologi digital

3. Penciptaan startup digital aktif
4. Fasilitasi matchmaking startup  

(Penambahanunicorn baru)
5. Penyediaan teknologi pengendalian 

konten di internet

1. Pelatihan SDM bidang digital
2. Literasi digital bagi masyarakat
3. Literasi media dan hoax bagi masyarakat
4. Manajemen hoax
5. Pengelolaankonten positif dan diseminasi 

informasi
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1. Fasilitasi pemanfaatan teknologi digital  
(aplikasi, IoT, robotik) di sektor-sektor  
strategis sesuai keunggulan daerah

2. Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan  
aplikasi oleh UMKM (UMKM Go Online)

3. Fasilitasi pemanfaatan startup digital
dalam rangka menyelesaikan  
permasalahan daerah

1. Pengelolaan konten dan informasi terkait  
hoax di daerah

2. Kampanye kesadaran hoax di daerah

1. Fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk  
warga

2. Fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi  
anak Sekolah / Kuliah / usia produktif

1. Penyediaandata titik layanan  
publik (puskesmas, kantor 
pemerintahan, sekolah, rumah  
sakit, dll yang memiliki akses 
internet dan yang tidak)

2. Dukungan penyediaan lahan untuk  
pembangunan BTS

3. Mendorong penerapan ducting
bersama (pipa air, listrik, dan
telekomunikasi)

4. Dukungan regulasi/kebijakan  
kemudahan perizinan 
pembangunan infrastruktur (right 
of way) telekomunikasi dan
standarisasigedung dan bangunan

termasuk dalam Permendagri 90 2019 Usulan tambahan untuk revisi Permendagri 90 
2019 dan PM Kominfo No. 8 Tahun 2019

SINERGI PROGRAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL



PERLUASANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INTERNET

TOPOLOGI INFRASTRUKTUR TELEKOMUN.K ASIDII N D O N E S I  A

NATIONALFIBEROPTIC
BACKBONE

Terdiri dari:

InlandCable
SKKL

(Sistem Komunikasi Kabel Laut)
*****

PalapaRing
OperatorTelekomunikasi

MIDDLE-MILE

FIBER-LINK NETWORK
dengan jaringan full fiber-
optic

MICROWAVELINK
dengan jaringandengan
mediagelombang  
elektromagnetik

SATELIT
satelit telekomunikasi
komersial nasional &
satelit telekomunikasi  
sewaasing

STASIUN  
SATELIT

LAST-MILEBASE 
TRANSCEIVER 
STATION(BTS)

MOBILE 
BROADBAND
Jaringan 2G,3G,
4G
Jaringan 5Gdalam
pengembangan

FIXED 
BROADBAND
Fiber-to-the-
home
Wi-Fi
LAN



KETENTUAN FASILITASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Pasal 34A
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan
kepada Penyelenggara Telekomunikasi
untuk melakukan pembangunan
infrastruktur Telekomunikasi secara
transparan, akuntabel, dan efisien.

(2) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat berperan serta untuk menyediakan
fasilitas bersama infrastruktur pasif  

digunakan olehTelekomunikasi untuk
Penyelenggara Telekomunikasi secara
bersama dengan biaya terjangkau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU CIPTA KERJA PP 46 THN 2021 PM 5 THN 2021

Pasal 33
(1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat berperan serta menyediakan fasilitas
untuk digunakan oleh Penyelenggara
Telekomunikasi secara bersama dengan biaya
wajar berupa:
a. tanah;
b. bangunan; dan/atau
c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
(2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
c.sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan
kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk
melakukan pembangunan infrastruktur
Telekomunikasi secara transparan, akuntabel,
dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Fasiltas dan/atau kemudahan termasuk namun tidak terbatas pada:
1. Perizinan
2. Hak perlintasan (right of way)
3. Insentif, dan
4. Keringanan pungutan dan/atau retribusi





1. Peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Menyediakan Fasilitas Bersama

Menyediakan Fasilitas:

Tanah

Bangunan

Infrastruktur Pasif

Menggunakan:
1. APBN
2. APBD
3. Sumber Pembiayaan Lainnya

Biaya Wajar

Pasal 33 ayat (1) dan (2) PM 5/2021



2. Peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Memberikan Fasilitasi dan/atau Kemudahan

Memberikan Fasilitasi  
dan/atau Kemudahan

1. Right of Way 2. Akses ke Gedung 
dan Kawasan

3. Pungutan dan/atau 
Retribusi

4. Tarif Sewa dan/atau  
Penggunaan BMN/BMD

5. Standardisasi Teknis dan  
Teknologi Telekomunikasi

bahu jalan

jalan

jalan tol

kawasan sepanjang
rel kereta api

kawasan khusus

high rise building

kawasan bandara

kawasan pelabuhan

kawasan sepanjang rel
kereta api

subway

kawasan 
bisnis/perkantoran

kawasan permukiman

kawasan khusus

biaya perizinan

tarif sewa utilitas

tarif sewa tanah

tarif sewa bangunan

tarif sewa infrastruktur  
pasif

interoperability

Pemda dan
Instansi Berwenang Menkominfo

Wajib Koordinasi
Materi Koordinasi 

Pemberian Fasilitasi 
dan/atau 

Kemudahan

Proses 
Penyiapan

Pasal 33 ayat (3), (4), dan (5) PM 5/2021



2G 4G3G

CAKUPAN SINYAL DI WILAYAH INDONESIA
LUAS WILAYAH INDONESIA 1.900.235,16 KM²

5G

CAKUPAN SINYAL 1.296. 584,92 KM² CAKUPAN SINYAL 497.221,13 KM² CAKUPAN SINYAL 955.047,19 KM²

68,23% 26,17% 50,79% 0,11%
CAKUPAN SINYAL 2.022,12 KM²

*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023
**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



JUMLAH PROVINSI :  
JUMLAH KAB/KOTA :
JUMLAH KECAMATAN :  
JUMLAH KEL/DESA :

34
514

7.230
83.552

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :

5,88 %
JUMLAH PROVINSI TERCOVER : 2

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :

32,68 %
JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER :  168

PERSENTASE KEC TERCOVER :

56,65 %
JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : 4.096

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :

50,22 %
JUMLAH KEL/DESATERCOVER : 41.963

WILAYAHADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 2G
LUAS WILAYAH INDONESIA 1.900.235,16 KM²
LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 46.031,49 KM²

LUAS WILAYAH INDONESIA  
YANG TERCOVER SINYAL 2G

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 
YANG TERCOVER SINYAL 2G

CAKUPAN SINYAL 1.296.584,92 KM² CAKUPAN SINYAL 45.380,93 KM²

98,59%68,23%

*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023
**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



JUMLAH PROVINSI :  
JUMLAH KAB/KOTA :
JUMLAH KECAMATAN :  
JUMLAH KEL/DESA :

34
514

7.230
83.552

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :

0 %
JUMLAH PROVINSI TERCOVER : -

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :

0,19 %
JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER :  1

PERSENTASE KEC TERCOVER :

11,16 %
JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : 807

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :

14,39 %
JUMLAH KEL/DESATERCOVER : 20.378

LUAS WILAYAH INDONESIA  
YANG TERCOVER SINYAL 3G

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 
YANG TERCOVER SINYAL 3G

CAKUPAN SINYAL 497.221,13 KM² CAKUPAN SINYAL 31.374,18 KM²

68,16%26, 17 %

WILAYAHADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 3G
LUAS WILAYAH INDONESIA 1.900.235,16 KM²
LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 46.031,49 KM²

*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023
**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



JUMLAH PROVINSI :  
JUMLAH KAB/KOTA :
JUMLAH KECAMATAN :  
JUMLAH KEL/DESA :

34
514

7.230
83.552

LUAS WILAYAH INDONESIA  
YANG TERCOVER SINYAL 4G

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 
YANG TERCOVER SINYAL 4G

CAKUPAN SINYAL 965.047,19 KM² CAKUPAN SINYAL 44.577,15 KM²

96,84%50,79%

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :

2,94 %
JUMLAH PROVINSI TERCOVER : 1

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :

19,07 %
JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER : 98

PERSENTASE KEC TERCOVER :

44,67 %
JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : 3.230

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :

70,15 %
JUMLAH KEL/DESATERCOVER : 58.611

*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023
**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan

WILAYAHADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 4G
LUAS WILAYAH INDONESIA 1.900.235,16 KM²
LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 46.031,49 KM²



JUMLAH PROVINSI :  
JUMLAH KAB/KOTA :
JUMLAH KECAMATAN :  
JUMLAH KEL/DESA :

34
514

7.230
83.552

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :

0 %
JUMLAH PROVINSI TERCOVER : -

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :

0 %
JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER :  -

PERSENTASE KEC TERCOVER :

0,30 %
JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : 22

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :

0,36 %
JUMLAH KEL/DESATERCOVER : 303

LUAS WILAYAH INDONESIA  
YANG TERCOVER SINYAL 5G

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 
YANG TERCOVER SINYAL 5G

CAKUPAN SINYAL 2.022,12 KM² CAKUPAN SINYAL 1.150,03 KM²

2,50%0,11%

WILAYAHADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 5G
LUAS WILAYAH INDONESIA 1.900.235,16 KM²
LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 46.031,49 KM²

*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023
**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



JUMLAH SITE 3G  
42.666

JUMLAH SITE 4G  
442.210

JUMLAH SITE 5G  
376

*Sumber data: Berdasarkan Data NE Q1 2023

JUMLAH SITE DI SELURUH INDONESIA

JUMLAH SITE 2G  
151.161



FIBEROPTIC

JUMLAH PROVINSI : 34
JUMLAH KAB/KOTA : 514
JUMLAH KECAMATAN : 7.230
JUMLAH KEL/DESA : 83.552

PERSENTASE PROVINSI TERLEWATI :

100 %
JUMLAH PROVINSI YANG DILEWATI : 34

PERSENTASE KAB/KOTA TERLEWATI :

97,86 %
JUMLAH KAB/KOTA YANG DILEWATI : 503

PERSENTASE KECAMATAN TERLEWATI :

76,54 %
JUMLAH KECAMATAN YANG DILEWATI : 5.534

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :

55.98%FO SKKL 
FO DARAT

: 116.133 KM
: 654.387,98 KM

JUMLAH KEL/DESA YANG DILEWATI : 46.776

Sumber Data: Data FO Semester I Tahun 2022 (Juni 2022)



JUMLAHODP

JUMLAH PROVINSI : 34
JUMLAH KAB/KOTA : 514
JUMLAH KECAMATAN : 7.230
JUMLAH KEL/DESA : 83.552

PERSENTASE PROVINSI :

100 %
JUMLAH PROVINSI TERDAPAT ODP : 34

PERSENTASE KAB/KOTA :

95,33 %
JUMLAH KAB/KOTA TERDAPAT ODP : 490

PERSENTASE KECAMATAN :

67,54 %
JUMLAH KECAMATAN TERDAPAT ODP : 4.883

PERSENTASE KEL/DESA :

43,74%
JUMLAH KEL/DESA TERDAPAT ODP : 36.543

*Sumber data: Berdasarkan Data Fiber Optik Semester I Tahun 2022 (Juni 2022)

JUMLAH ODP DI SELURUH INDONESIA SEBANYAK 1.757.640



Program BTS4Goleh  
Bakti

Penyediaan Akses
4G  oleh Operator

Penyediaan BTSseluler 4Gdi daerah yang belum 
terlayani aksestelekomunikasi seluler, khususnyadi 

daerah 3T(Terdepan, Terluar, Tertinggal). Sampai 
dengan 31 Desember 2020. Kemkominfo telah  

membangun BTSdi 1.6882 desa/kelurahan 3Tdari 
target 1.606 desa/kelurahan 3Tdi tahun 2020 dan akan 
dilanjutkan dengan membangun di 9.113 desa 3Thingga

tahun 2022

Program ini bertujuan mendorong operator  
menyediakan akses 4Gdi 3.435 desa/kelurahan non 3T 

yang belummendapatkanakses4Gpadatahun 2020, 
layanan seluler 4Gtelah hadir di 70.670  

desa/ kelurahan wilayah non 3Tdi Indonesia.
Penyediaan akses4Ghingga ke desa/ kelurahan yang  

belum terjangkau ditargetkan selesai di tahun 2022

Program Penyediaan Infrastruktur Internet Seluler 4Guntuk mendukung  
percepatan transformasi digital



Masihbanyakterdapat desa/kelurahan di 
Indonesia yang masih blankspot atau sinyal 
lemah seluler 4G(laporan Pemda).

PerbedaanData blankspot layanan seluler 4G  
antara Kemkominfo dan Opsel (sumber Coverage  
Prediction) dengan data Pemda (sumber  
lapangan).

Masih terdapat permasalahan pembangunan  
infrastruktur 4Gdi desa 3435 Non 3Tmisalnya  
sudah ada layanan 4G, Kawasan hutan,  
Kawasan banjir, isu-isu sosial lainnya (Kominfo 
telah memfasilitasi pemindahanlokasi kedesa 
lain yg blankspot melalui koordinasi dengan 
Pemda terkait).

Infrastruktur seluler 4Gdi desa 3435 Non 3Tyang  
telah dibangun oleh Opsel tidak maksimal  
kualitasnya danmenjadi isu di Pemdadikarena 
menggunakan jaringan transmisiVSATdengan  
kapasitasbandwidthkecil.

Terhadap tantangan dan permasalahan tersebut,  
maka perlu adanya sinergi antara pemerintah Pusat  
yang terkait, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta  
dalam hal ini Opseldanpenyelenggaralain untuk 
Bersama mencari solusi yang tepat.
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Strategi penuntasan desa blankspot di Indonesia (Kolaborasi Pemda, Kominfo dan 
Stakeholder untuk Penuntasan Blankspot Internet)

Kominfo

2024
1. Melakukan pemetaan desa 

blankspot diluar 3435 desa / 
kelurahan. Pemetaan dilakukan 
di Indonesia Bagian Timur 
(Sulawesi, Maluku, Nusa 
Tenggara, Papua).

2. Menyediakan dokumen hasil 
pemetaan yang berisi wilayah-
wilayah non 3T yang masih 
blankspot dan yang masih perlu 
dioptimalisasi di Indonesia 
Bagian Timur

3. Memberikan pilihan wilayah 
kepada Operator untuk 
membangun BTS atau 
melakukan optimalisasi kualitas 
di desa/kelurahan yang ada di 
dalam dokumen hasil pemetaan.

2023
1. Melakukan pemetaan desa  

blankspot diluar 3435
desa /  kelurahan.
Pemetaan dilakukan  di
Indonesia Bagian Barat  
(Sumatera, Kalimantan,
Jawa,  Bali).

2. Menyediakan dokumen
hasil  pemetaan yang
berisi wilayah- wilayah non
3T yang masih  blankspot
dan yang masih perlu  
dioptimalisasi di Indonesia  
Bagian Barat

3. Memberikan pilihan
wilayah  kepada Operator
untuk  membangun BTS
atau  melakukan
optimalisasi kualitas  di
desa/kelurahan yang ada di  
dalam dokumen hasil
pemetaan.

PemdaKota/Kab
Usulan wilayah dan Data

Potensi Wilayah

Penyelenggara  
Seluler

Membangun BTS/  
optimalisasi kualitas  

berdasarkan pilihan  
wilayah

Penyelenggara 
Jaringan(APJATEL)
Dukungan menyediakan

Backbone



MEDIA PENGAJUAN WILAYAH BLANKSPOT

Aplikasiyangdigunakanuntukmenampung 
danmenindaklanjutiusulan-usulan 

desa/kelurahanNon3TblankspotInternet

signal.kominfo.go.id
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